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5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh
Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhuampu
Kabupaten Agam ada lima tahap dan dilakukan 11 kali sidang. Proses
dimulai dari mediasi oleh tingkat kaum, gelar perkara, persidangan,
mediasi oleh kerapatan adat nagari dan putusan. Itulah proses yang
harus ditempuh ketika menyelesaikan sengketa di Kerapan Adat Nagari.
Ketika menyelesaiakan sengketa di Kerapatan Adat Nagari maka para
pihak  harus  menanggung biaya administrasinya  sebesar
Rp250.000.00/sidang.

2. Penyelesaian sengketa harta bersama oleh KAN berada pada tingkat
hajiyyat dalam maslahah, selaras dengan aspek pemeliharaan: yang
pertamaa hifzh ad-din: musyawarah KAN wujudkan mediasi damai,
Kedua hifdz an-nafs: pengurus KAN sebagai hakam niniak mamak cegah
shiqaq berkepanjangan. Ketiga hifdz al-mal: proses bertahap dan
penjualan netral oleh KAN cegah gharar mal bil batil pelihara harta
bersama secara proporsional demi maslahat keluarga/kaum. Sedangkan
jika dilihat dari munasib dari segi pembuat hukum (Syari’)
memerhatikannya atau tidak maka termasuk ke dalam maslahah

mursalah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penilitian terhadap masalah yang telah dipaparkan,
maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
3. Mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama oleh Kerapatan Adat Nagari

(KAN) Pakan Sinayan patut dilestarikan sebagai kearifan lokal yang
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menjunjung tinggi nilai kekeluargaan melalui prinsip "bajanjang naik
batanggo turun”.

. Terhadap Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebaiknya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas waktu dengan membatasi maksimal 7-8 sidang
(dari sebelumnya hingga 11 kali) sehingga percepatan ini pertahankan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat sambil cegah aset
sengketa seperti tanah/rumah hak bali rusak total akibat proses

berkepanjangan.
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